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KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas
dan wewenang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu
pengaturan mengenai Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tasikmalaya tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya,;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-




Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043), sebagaiamana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016 Nomor 1);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor 3);




11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Nomor 3);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017
Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN DAN

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.
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12.

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
Kabupaten Tasikmalaya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua DPRD
dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD
Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.

Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin
Sekretariat DPRD.

Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai
Pimpinan dan Anggota DPRD.

Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil
Ketua, dan anggota DPRD.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25,

26.

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota
dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan
Pembentukan Perda atau Badan Kehormatan.

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian dan penyediaan pakaian dinas dan atribut kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah negara dan
perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kendaraan dinas
jabatan Pimpinan DPRD, tunjangan trasnportasi bagi Anggota DPRD.
Tunjangan Komunikasi Intensif adalah wuang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD dalam melaksanakan Reses.

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan
dan Anggota DPRD baik secara perorangan maupun secara bersama dari
tempat kedudukan ke tempat yang dituju,melaksanakan tugas,dan kembali
ke tempat kedudukan semula.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yvang telah dihitung terlebih dahulu
(pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai
kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu pelaksanaan
tugas fraksi pada DPRD.

Tenaga Ahli Fraksi adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam
disiplin ilmu tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas fraksi pada
DPRD.

Belanja Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan
DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan
dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan
pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

Alat kelengkapan Lainnya adalah alat kelengkapan lain yang diperlukan
untuk membahas hal-hal yang bersifat tertentu dan khusus serta bersifat
tidak tetap dan dibentuk dengan keputusan DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRD
dan Sekretariat DPRD.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN

(1)

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang
pajaknya dibebankan pada APBD meliputi:




(2)

(1)
()
(3)

(4)

(1)

(2)

(1)
)
(3)
(4)

a. APBD, meliputi:

1. Uang Representasi;

2. Tunjangan Keluarga;

3. Tunjangan Beras;

4. Uang Paket;

S. Tunjangan Jabatan;

6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan

7. Tunjangan Alat Kelengkapan lain.

b. Pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. Tunjangan Komunikasi Insentif; dan

2. Tunjangan Reses.

Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Uang Representasi

Pasal 3

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.

Uang Representasi Ketua DPRD diberikan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta
seratus ribu rupiah).

Uang Representasi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp1.680.000 (satu
juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Uang Representasi Anggota DPRD sebesar Rpl1.575.000,00 (satu juta lima
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Paragraf 2
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan anggota DPRD.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan
tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Uang Paket

Pasal 5

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.

Uang Paket Ketua DPRD diberikan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh
ribu rupiah).

Uang Paket Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp168.000,00 (seratus
enam puluh delapan ribu rupiah).

Uang Paket Anggota DPRD diberikan sebesar Rp157.500,00 (seratus lima
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).



Paragraf 4
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

(1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.

(2) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD diberikan sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta
empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp2.436.000,00
(dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

(4) Tunjangan Jabatan Anggota DPRD diberikan sebesar Rp2.283.750,00 (dua
juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 5
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 7

(1) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD yang menempati susunan keanggotaan Alat Kelengkapan
DPRD yang bersifat tetap dan/atau yang bersifat sementara, dengan
ketentuan:

a. Ketua diberikan sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan
ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

b. Wakil Ketua diberikan sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua
ribu dua ratus lima puluh rupiah);

c. Sekertaris diberikan sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu
delapan ratus rupiah);

d. Anggota diberikan sebesar Rp91.350 (sembilan puluh ribu tiga ratus lima
puluh rupiah).

(2) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat sementara sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1), diberikan selama alat kelengkapan dibentuk dan
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 6
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, diberikan
setiap bulan sebesar S (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan
sebesar Rp 10.500.00,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 7
Tunjangan Reses

Pasal 9

(1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2, diberikan setiap bulan sebesar 5
(lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

(2) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar
Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 10

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas:
a. Jaminan Kesehatan;

b. Jaminan Kecelakaan Kerja;

c. Jaminan Kematian; dan

d. Pakaian Dinas dan Atribut.

Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan:

a. Tunjangan perumahan;

b. Tunjangan transportasi.

Paragraf Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 11

Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a

terdiri atas:

a. bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan;

b. pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di luar
cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan.

Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
banyak diberikan sebesar Rp1.582.000 (satu juta lima ratus delapan puluh
dua ribu rupiah).

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam
negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Paragraf 2
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 12

Jaminan Kecelakaan Kerja diberikan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh
empat per seratus) dari uang representasi.

Jaminan Kematian diberikan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh per
seratus).

Paragraf 3
Pakaian Dinas

Pasal 13

Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d

diberikan berupa:

a. Pakaian sipil harian paling banyak sebesar Rpl.945.000 (satu juta
sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun;

b. Pakaian sipil resmi paling banyak sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
untuk 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;




(2)

(2)

(1)

(2)

(1)

c. Pakaian sipil lengkap paling banyak sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) pasang dalam S (lima)
tahun;

d. Pakaian dinas harian paling banyak sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

e. Pakaian yang bercirikan khas daerah paling banyak sebesar
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) pasang dalam 1 (satu)
tahun.

Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berupa lencana Anggota

DPRD diberikan untuk 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun paling banyak

sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)

Paragraf 4
Tunjangan Perumahan

Pasal 14

Besaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2), berupa uang dan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut:

a. Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp25.700.000,00 (dua puluh lima
juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp22.850.000,00 (dua puluh dua juta
delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp19.950.000,00 (sembilan belas
juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga

setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan

keuangan daerah.

Paragraf 5
Tunjangan Transportasi

Pasal 15

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat
(3) huruf b berupa uang dan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut:
a. Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp24.250.000,00 (dua puluh
empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
b. Wakil Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp22.250.000,00 (dua puluh
dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
c. Anggota DPRD paling banyak sebesar Rpl17.450.000,00 (tujuh belas
juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
Besaran tunjangan transportasi sebegaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga
setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 16

Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa
baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.




(2)

(3)

(4)

(5)

Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan anggota DPRD, dengan
ketentuan:
a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan
Uang Jasa Pengabdian sebesar:
a) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta
seratus ribu rupiah);
b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam
ratus delapan puluh ribu rupiah);
c) Anggota paling banyak sebesar Rpl.575.000 (satu juta lima ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah);
b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa
Pengabdian sebesar:
a) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua
ratus ribu rupiah);
b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga
ratus enam puluh ribu rupiah);
c) Anggota paling banyak sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus
lima puluh ribu rupiah);
c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa
Pengabdian diberikan sebesar:
a) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga
ratus ribu rupiah);
b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat
puluh ribu rupiah);
c) Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta
tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa
Pengabdian sebesar:
a) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta
empat ratus ribu rupiah);
b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh
ratus dua puluh ribu rupiah);
c) Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta
tiga ratus ribu rupiahj;
e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa
Pengabdian sebesar:
a) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta
lima ratus ribu rupiah);
b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta
dempat ratus ribu rupiah);
c) Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp7.875.000,00 (tujuh juta
delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Dalam hal Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa
Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli
warisnya.
Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal Pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat,
tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.



(1)

(2)
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(6)

(7)
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BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Kunjungan Kerja

Pasal 17
Kunjungan Kerja dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD, terdiri atas:
Pimpinan;
Badan Musyawarah;
Komisi;

Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

Badan Anggaran;

Badan Kehormatan;

panitia khusus; dan

alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat

paripurna.

Dalam kunjungan kerja Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, setiap

melakukan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya harus

diberikan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.

Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

terdiri atas:

a. Uang Harian;

b. Biaya Transportasi;

c. Biaya Penginapan;dan

d. Uang Representasi perjalanan dinas.

Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, biaya

perjalanan dinas diberikan biaya taksi.

Seluruh Komponen Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum dan

harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan

akuntabel serta standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan

daerah.

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan

berdasarkan tingkat biaya, sebagai berikut:

a. Tingkat biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan
biaya perjalanan dinas Kepala Daerah/Pejabat Eselon I;

b. Tingkat biaya perjalanan dinas Anggota DPRD disetarakan dengan

pejabat Eselon II.

Wilayah Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Provinsi Jawa Barat):

BRSO Q0 g

NO | Wilayah Wilayah II Wilayah III | Wilayah IV | Wilayah V
I
1 | Banjar Kabupaten Cirebon Bogor Kota
Bandung Tasikmalaya
2 | Ciamis Kota Bandung | Indramayu Bekasi
3 | Garut Bandung Barat | Kuningan Depok
4 Cimahi Majalengka | Karawang
S Sumedang Purwakarta
6 Pangandaran Subang
7 Sukabumi
8 Cianjur
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a. wilayah I dan wilayah V kunjungan dilaksanakan paling lama 1 (satu)
hari;

b. wilayah II dan wilayah III untuk 2 (dua) tujuan kunjungan paling lama 3
(tiga) hari; dan

c. wilayah IV untuk 1 (satu) tujuan kunjungan paling lama 2 (dua) hari dan
untuk 2 (dua) tujuan kunjungan paling lama 3 (tiga) hari.

(8) Jumlah hari dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi di Pulau

Jawa adalah:

a. paling lama 4 (empat) hari untuk 3 (tiga) tujuan kunjungan dengan
menggunakan moda transportasi kendaraan dinas untuk wilayah
Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten
Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan
Kota Tegal;

b. paling lama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) tujuan kunjungan ke wilayah
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi
Banten, dan Provinsi Jawa Tengah meliputi daerah yang tidak tercantum
pada ayat 6 huruf a;

c. paling lama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) tujuan kunjungan ke wilayah
Provinsi Daerah Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Tengah meliputi daerah yang tidak
tercantum pada ayat 6 huruf a;

d. paling lama 3 (tiga) hari untuk 2 (dua) tujuan kunjungan dengan
menggunakan moda transportasi kendaraan dinas untuk wilayah
Provinsi Jawa Tengah (meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten
Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan
Kota Tegal.

(9) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam bagi Pimpinan DPRD dan
anggota DPRD sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

(10) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan
tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau
diselenggarakan di luar kota.

(11) Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan DPRD dan anggota
DPRD sebagai berikut:
a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri:

LUAR KOTA DIKLAT
NO PROVINSI EATUAN (Uang Harian) (Uang Saku)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Nangroe Aceh Darussalam | OH Rp360.000,00 Rp110.000,00
2 Sumatera Utara OH Rp370.000,00 Rp110.000,00
3 Riau OH Rp370.000,00 Rp110.000,00
4 Kepulauan Riau OH Rp370.000,00 Rp110.000,00
5 Jambi OH Rp370.000,00 Rp110.000,00
6 Sumatera Barat OH Rp380.000,00 Rp110.000,00
7 Sumatera Selatan OH Rp380.000,00 Rp110.000,00
8. | Lampung OH Rp380.000,00 Rp110.000,00
9. | Bengkulu OH Rp380.000,00 Rp110.000,00
10 Bangka Belitung OH Rp410.000,00 Rp120.000,00
11 Banten OH Rp370.000,00 Rp110.000,00
12 DKI Jakarta OH Rp530.000,00 Rp160.000,00
13 Jawa Tengah OH Rp370.000,00 Rp110.000,00
14 DI. Yogyakarta OH Rp420.000,00 Rp130.000,00
15 Jawa Timur OH Rp410.000,00 Rp120.000,00
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16. | Bali OH Rp480.000,00 Rp140.000,00
17. | Nusa Tenggara Barat OH Rp440.000,00 Rp130.000,00
18. | Nusa Tenggara Timur OH Rp430.000,00 Rp130.000,00
19. | Kalimantan Barat OH Rp380.000,00 Rp110.000,00
20. | Kalimantan Tengah OH Rp360.000,00 Rp110.000,00
21. | Kalimantan Selatan OH Rp380.000,00 Rp110.000,00
22. | Kalimantan Timur OH Rp430.000,00 Rp130.000,00
23. | Kalimantan Utara OH Rp430.000,00 Rp130.000,00
24. | Sulawesi Utara OH Rp370.000,00 Rp110.000,00
25. | Gorontalo OH Rp370.000,00 Rp110.000,00
26. | Sulawesi Barat OH Rp410.000,00 Rp120.000,00
27. | Sulawesi Selatan OH Rp430.000,00 Rp130.000,00
28. | Sulawesi Tengah OH Rp370.000,00 Rp110.000,00
29. | Sulawesi Tenggara OH Rp380.000,00 Rp110.000,00
30. | Maluku OH Rp380.000,00 Rp110.000,00
31. | Maluku Utara OH Rp430.000,00 Rp130.000,00
32. | Papua OH Rp580.000,00 Rp170.000,00
33. | Irian Jaya Barat OH Rp480.000,00 Rp140.000,00

Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Provinsi Jawa

Barat):

No Wilayah Satuan Uang Besaran

Uang Harian Uang Diklat
1 Wilayah I OH Rp380.000,00 Rp110.000,00
2 | Wilayah I OH Rp420.000,00 Rp110.000,00
3 | Wilayah III OH Rp425.000,00 Rp110.000,00
4 | Wilayah IV OH Rp430.000,00 Rp110.000,00
S | Wilayah V OH Rp250.000,00 Rp110.000,00

Besaran Uang Penginapan (Hotel) per-hari:

No. Provinsi Paling Tinggi Per Hari (Rp).
Ketua DPRD Anggota DPRD
1. [Aceh Rp4.420.000,00 | Rp3.526.000,00
2. | Sumatera Utara Rp4.960.000,00 | Rp2.195.000,00
3. | Riau Rp3.820.000,00 | Rp3.119.000,00
4. | Kepulauan Riau Rp5.344.000,00 | Rp2.318.000,00
5. | Jambi Rp5.000.000,00 | Rp4.102.000,00
6. | Sumatera Barat RpS5.236.000,00 | Rp3.332.000,00
7. | Sumatera Selatan Rp5.850.000,00 | Rp3.083.000,00
8. | Lampung Rp4.491.000,00 | Rp2.488.000,00
9. | Bengkulu Rp2.140.000,00 | Rp1.628.000,00
10. | Bangka Belitung Rp3.827.000,00 | Rp2.838.000,00
11. | Banten Rp5.725.000,00 | Rp2.373.000,00
12. | Jawa Barat Rp5.381.000,00 | Rp2.755.000,00
13. | DKI Jakarta Rp8.720.000,00 | Rp2.063.000,00
14. | Jawa Tengah Rp5.303.000,00 | Rp1.850.000,00
15 | DI. Yogyakarta Rp5.017.000,00 | Rp2.695.000,00
16. | Jawa Timur Rp4.449.000,00 | Rp2.007.000,00
17. | Bali Rp6.848.000,00 | Rp2.433.000,00
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18. | Nusa Tenggara Barat Rp4.375.000,00 | Rp2.648.000,00
19. | Nusa Tenggara Timur Rp3.750.000,00 | Rp2.133.000,00
20. | Kalimantan Barat Rp2.654.000,00 | Rp1.923.000,00
21. | Kalimantan Tengah Rp4.901.000,00 | Rp3.391.000,00
22. | Kalimantan Selatan Rp4.797.000,00 | Rp3.316.000,00
23. | Kalimantan Timur Rp4.000.000,00 | Rp2.188.000,00
24. | Kalimantan Utara Rp4.000.000,00 | Rp2.735.000,00
25. | Sulawesi Utara Rp4.919.000,00 | Rp2.290.000,00
26. | Gorontalo Rp4.168.000,00 | Rp3.107.000,00
27. | Sulawesi Barat Rp4.076.000,00 | Rp3.098.000,00
28. | Sulawesi Selatan Rp4.820.000,00 | Rp1.938.000,00

d. Biaya Moda Transportasi selain tiket kereta api dan tiket pesawat terbang:
No Tempat Tujuan Biaya

Per Orang/One Way
Rp500.000,00
Rp245.000,00

1. | Pusat (Jakarta)
Ibu Kota Propinsi
3. | Tempat Lain Dalam Propinsi

Wilayah I Rp200.000,00

Wilayah II Rp245.000,00

Wilayah III Rp400.000,00

Wilayah IV Rp450.000,00
4. | Biaya Tol

Biaya Riil (At Cost)
Biaya Riil (At Cost)
Biaya Riil (At Cost)

Jakarta dan sekitar
Bandara Soekarno Hatta
Bandung

Biaya transportasi (pesawat terbang, kapal laut, kereta api) dibayarkan
secara at cost sesuai dengan bukti pembayaran dan dapat diberikan
diawal seluruhnya sesuai usulan dan setelah mendapatkan kepastian tarif
yang dibuktikan dengan kuitansi penerimaan dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD).

(12) Untuk kegiatan kunjungan kerja dan rapat-rapat koordinasi/konsultasi,

(1)

uang harian diserahkan seluruhnya sedangkan untuk kegiatan peningkatan
kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD atau Bimbingan Teknis hanya uang
saku saja kecuali hari pertama dan terakhir kegiatan dimaksud diberikan

uang harian.

Bagian Kedua
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 18

Bagi Pimpinan DPRD diberikan belanja penunjang operasional yang

diberikan setiap bulan, sebesar:

a. Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat
ratus ribu rupiah);

b. Wakil Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta
dua ratus ribu rupiah).



(2)
(3)

(4)
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Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan, maka sisa dana
operasional sebagai tambahan dana operasional bulan berikutnya.

Dalam hal terdapat sisa dana operasional sampai akhir tahun anggaran,
maka sisa dana operasional harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah
paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi,
kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan
asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 19

Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD dan
penggunaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

(1)

(2)

(3)

(9)

(1)

Bagian Ketiga
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
dan Tenaga Ahli Fraksi

Paragraf 1
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan

Pasal 20

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD mempunyai
kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat
Kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan atas usul Anggota,
Pimpinan Fraksi serta Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat
Kelengkapan DPRD.

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan
diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat
Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan
DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga
satuan orang hari atau orang bulan.

Pengadaan Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 21

Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d
merupakan Tenaga Ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi
dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung
tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar
keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan
Daerah.



(2)

(3)
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(2)

(3)
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Tenaga Ahli Fraksi diberikan kompensasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), setinggi-tingginya adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima

ratus ribu rupiah).

Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu

dengan Staf Fraksi yang ditetapkan maksimal 3 (tiga) orang dengan

mempertimbangkan jumlah Anggota Fraksi dengan perincian sebagai

berikut:

a. jumlah anggota fraksi sampai dengan 5 (lima) orang, 1 (satu) orang;

b. jumlah anggota fraksi 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) orang, 2 (dua)
orang;

c. jumlah anggota fraksi 8 (delapan) orang atau lebih, 3 (tiga) orang.

Besaran kompensasi bagi Staf Fraksi adalah sesuai Upah Minimum

Kabupaten Tasikmalaya, yaitu paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima

ratus ribu tujuh ratus rupiah).

Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Fraksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 22

Pimpinan dan Anggota DPRD selaku pelaksana perjalanan dinas wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi
tugas.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas
dilaksanakan.

Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan dokumen pengeluaran riil

yang sah yaitu :

a. Surat Tugas yvang sah

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas
atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

c. Tiket pesawat,boarding pass,airport tax,retribusi,dan bukti pembayaran
moda transportasi lainnya dan bukti penginapan;

d. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas
lumpsum.Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya
perjalanan dinas berdasarkan peraturan bupati ini tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang
dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

e. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat
Tugas;

f. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana
perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
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(4) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan,
Sekretaris DPRD berwenang untuk menangguhkan atau tidak menyetujui
pembayaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahiuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tasilim=aiaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal,

BUPATI PASIKMALAYA,
7,

ADE SUGIANTO
Diundangkan dli Singaparna / /
pada tanggal, ‘

|
{

SEKRETAR[IS DAERAH
KABUPATEN [TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR
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(4) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan,
Sekretaris DPRD berwenang untuk menangguhkan atau tidak menyetujui
pembayaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI TASIKMALAYA,

\
/ ADE\SUGIANTO
Diundangkan di/Singaparna

Pk

pada.tanggal, 29 Dessmber 2023

DAERAH
ASIKMALAYA,

SEKRETARI
KABUPATEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 63




